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peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta
terbuka yang didukung dengan profesionalitas aparatur dan
kelembagaan yang efektif serta efisien.

eMembangun open government melalui upaya perkuatan Kketerbukaan informasi,
transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;

eMendorong pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi
dalam birokrasi;

eMembangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan
proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

eMeningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP;

eMeningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda;

eMeningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;

eMemperbaiki tata laksana organisasi;

eMeningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
eMenuju “keperantaraan dan enterpreuneur” dalam tata kelola pemerintahan.
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RENCANA PEMBANGUNAN KOMINFO 2018-2023
TUJUAN . . terwujudnya SMART PROVICE JATENG

Peningkatan Kualitas Tl
Prov Jateng

Pengamanan Informasi Milik
Pemerintah

Peningkatan Kualitas Informasi
& Komunikasi Publik

Peningkatan Kualitas Data
&Informasi Statistik Sektoral




FOKUS PRIORITAS DINKOMINFO TA 2019

Regulasi & Kelembagaan Smart Province

Infrastruktur Utama Smart Province
(Fiber Optic Network antar OPD)

(Perda Smart Province s/d Juknis/SOP)

Integrasi Aplikasi Smart Province
Informasi Publik berbasis TIK

Single Data System / Satu Data Statistik
Keamanan Aplikasi Perangkat Daerah

‘ Peningkatan Kapasitas SDM
Diklat, Bintek, Workshop
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Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

Peningkatan pengelolaan informasi publik
Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik

Analisis berita dan pendapat publik

Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Pengembangan Jaringan dan Data Center

Pengelolaan internet dan intranet

Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur

Pengembangan Sistem Smart Province Berbasis
Elektronik

Pengembangan dan pengelolaan smart province

Peningkatan tata kelola dan kapasitas penyelenggara smart
province

Kegiatan layanan sistem pengadaan secara elektronik

Persentase penyebaran dan pemanfaatan informasi publik <90%>

Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan
Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan

Jumlah Rekomendasi analisis berita dan pendapat umum

Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi <50%>

Jumlah jaringan dan perangkat infrastruktur TIK tersedia

Jumlah Kapasitas Layanan internet pada SKPD Provinsi

Jumlah SKPD yang terintegrasi infrastruktur TIK

Persentase implementasi dimensi komponen pengembangan
dan pengelolaan smart province <20%>

«Jumlah aplikasi pendukung smart province yang dikembangkan
«Jumlah sistem complaint handling terintegrasi

*Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Teknologi Informasi Komunikasi
*Jumlah SOP aplikasi yang tersusun

Jumlah terpenuhinya standarisasi LPSE



INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

URUSAN STATISTIK

. PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR

Pengembangan Data Statistik Daerah Dan Persentase ketersediaan data dan informasi statistik

Keterbukaan Informasi sektoral dalam Single Data System <60%>

1 Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single
Infrastruktur Data System

2 Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Jumlah data sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
Hukum dan Hak Asasi Manusia tersedia dalam Single Data System

3 Peningkatan pelayanan data dan informasi publik Persentase badan publik yang terbuka

4 Peningkatan keterbukaan informasi publik Persentase penyelesaiaan sengketa informasi

] PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR

Peningkatan Persandian Daerah Dan Persentase pengamanan informasi aplikasi pemerintah

Keamanan Informasi Daerah daerah <30%>
1 Pengamanan persandian dan informasi Jumlah penyelenggaraan operasional pengamanan persandian daerah
2 Tata kelola persandian jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas persandian dan keamanan informasi.
3  Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra jumlah aplikasi pemerintah daerah yang dilakukan assesment keamanan

Pemerintah aplikasi
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